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EVISI Undang-Undang tentang

MPR, DPR, dan DPD (UU MD3)

baru saja disahkan. Namun, UU

. W.ini dinilai kontroversial karena

ada pasal-pasal yang dianggap memba-
hayakan dalam berdemokrasi

Tidak semata perkara penambahan

jumlah ketua MPR, DPR, dan DPD, tetapi

juga kewenangan DPR yang sulit dijang-

kau penegak hukum serta kewenangan

untuk memanggil bahkan menyandera

siapa pun yang dianggap merendahkan

lembaga maupun anggotanya. Pasal-pasal

Menurut Formappi, alasan apa yang
membuat mayoritas fraksi di DPR me-
nyetujui pengesahan itu?

Dulu kita bayangkan yang menjadi fokus
revisi itu lebih pada soal pimpinan DPR.
Proses ini berjalan cepat dan kurang men-
dapatkan partisipasi publik sehingga pub-
lik tidak mengetahui isu-isu krusial. Begitu

Pasal ini, disadari atau tidak oleh ang-
gota DPR punya dampak yang luar biasa
dan dengan pasal ini kita ingin dibawa
jauh lagi ke belakang. Kita semestinya
sudah menuju ke DPR yang modern, yang
mudah diakses publik, DPR yang komu-
nikatif denganmasyarakatsdan DPR yang
rmenjadi tempat untuk meneima pen-

UU ini disahkan semua orang
karena ada beberapa pasaliyang menurut
publik berbahaya
Pertama, pasal )angberkmmn dengan
DP!

itu dianggap dari
Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya UU
tersebut dapat disahkan? Bagaimana ma-
syarakat menyikapinya? Berikut petikan
wawancara Media Indonesia dengan Di-
rektur Lksekum'lornm Peduli

bertambah 1 men]adl c omng. pimpinan
MPR bertambah 3 menjadi 8 orang,dan
pimpinan DPD bertambah 1 menjadi 4,0
rang. Publik tidak akan bereaksi bila hanya
DPR untuk

gaduan serua Tapi dengan
pasal itu semua tidak ada gunanya, maka
kemudian timbul pertanyaan makna-dari
keberadaan DPRitu apa? Ini yang menurut
kami sangat berbahaya, kalau ini dibiar-
kan maka sungguh mcugnmamdemukl asi
kita, mengancam sipasi publik, dan.

memasukkan sejumlah pasal yang kontro-
versial ini dan disampaikan kepada publik,
mungkin suara-suara publik penting untuk
menjadi bahan pertimbangan bagi DPR.
Tapi sekarang ini sudah tidak ada gunanya
karena UU sudah disahkan.

Bukan tidak ada mekanisme lagi bagi
DPR, mereka bisa mengajukan untuk
direvisi kembali. Pertanyaannya apakah
itu mungkin? Saya khawatir rasanya
akan susah karena mereka yang akan me-
nikmati kekuasaan dari UU ini dan mereka
yang juga akan menikmati kebalnya DPR
dari aparat penegak hukum dan mudah
mengkriminalkan siapa saja yang diduga
merendahkan kehormatan mereka. Jadi
rasanya sulit bagi DPR dalam wakiu dekat
ini (untuk merevisi kembali UU MD3) atau
nanti akan dibahas lagi pada periode beri
kutnya, itu pilihannya.

Apa pelajaran yang dapat dipetik
masyarakat terkait dengan isu ini? dan
i »

menyikapinya?

Ini pelajaran penting bagi publik dan
media untuk selalu aware. terhadap se-
imua prosés pembuatan kebijakan dan
peraturam perundang-undangan di DPR.

Tapi apa yang dihasilkan DPD? Tidak ada,
publik juga enggak tahu apa yang mereka
kerjakan

Kedua tidak ada hal menarik yang dibuat
oleh DPD yang layak diliput media atau
yang layak mendapatkan perhatian pub-
lik. Yang sering menjadi bahan pemberi-
taan media terkait DPD ialah konflik soal
perebutan pimpinan dan skandal korupsi
yang melibatkan ketuanya. Sebaiknya di-
evaluasi kembali, kalau memang lembaga
ini dirasa tidak penting keberadaannya,
lebih baik dievaluasi untuk dibubarkan.

DPD yang baik seperti apa?

Ketika DPD dibentuk, kami salah satu
yang menaruh harapan besar. Meskipun
kewenangannya terbatas, kalau DPD mau
bekerja keras dan sampaikan apa yang di-
kerjakannya kepada publik, memperjuang-

kan aspirasi dan kepentingan daerah, pasti
DPD itu juga menarik dan media juga akan
tertarik meliput perjuangkan DPD.

Kedia DPD, dfberl kewenangan sk

UU sama seperti DPR, mp. terbatas untuk
dacrah.

Retika Kkita minim,
inilah yang tejadi, pasal-pasal aneh mun-
cul dalam UU yang dihasilkan DPR.
Masyarakat diharapkan lebih pro aktif
termasuk media dan NGO, Kalau kita pro
aktif;-kita Sudah bisa menangkap isu-isu
dal uu.

suara kritis

Meski tidak diteken presiden, UU ini
cara

Parlemen T
salang di kantornya, ]akana Jumat (2/3).

UU MD3 banyak menjadi sorotan. UU
tersebut disebut akan semakin mem-
buat DPR semakin kuat dan

part Pemilu. Tapi

Ran 3 Korst di MPR, yang semua tahu MPR

h'my'\ bersidang sekali dalam setahun.
Lalu apa guna pimpinan sampai 8 orang.

Juga DPD, kita tidak tahu keljanyu npa,
tapi ta hanya'

tetap,
dengan ujimateri di MK. Bisa dijelaskan
bagaifiana mekanismenya dan adakah
jalan lain jika gugatan kalah di MK?
Pertama dan media jangan ber-
henti menyuarakan. tm herbahaya dan

Formappi sejak awal melihat rencana
revisi UU MD3 pasti menimbulkan kontro-
versi di masyarakat. Proses revisi sudah
beberapa kali dilakukan karena kepen-
tingan dari sejumlah fraksi

D)
konflik atau ketuanya ditangkap KPK.
Kedua, upaya DPR membentengi diri
dari aparat penegak hukum. DPR seka-
rang m| hanyak yang terlibat korupsi dan

yang ada di DPR. Jauh sebelum kontro-
versi ini, kita sudah mengkritisi bahkan
sejak UU MD3, dulu UU No 27 Tahun 2009
direvisi menjadi UU No 17 Tahun 2014 itu
per lebih untuk
dasisyahwat kekuasaan dari Koalisi Merah
Putih yang saat itu ingin menguasai semua
kepemimpinan di DPR.

Dl UuU No 27 Tahun 2009 sudah dlanlr

ain. melalui re-
visi ini, mereka ingin et e
sehingga aparat penegak hukum itu tidak

dan DPR de-
" ngan kekuasaan yang, mereka gunakan it
akan mudah diselewengkan.

Kedua karena UU ini sudah disahkan,
jalan bagi publik untuk membatalkan
pasal-pasal dalam UU ini melalui Mahka
mah Konstitusi melalui judicial review. Se-
karang ini sudah ada beberapa pihak yang

mudah untuk 5 ata
anggota DPR, dengan cara memasukkan
pasal yang mengatur di mana anggota DPR
(dapa( dipanggil) setelah mendapatkan
prcsldcn 1emp: izin tertulis dari

o
)

judicial review ke Mahkamah
Konstitusi, meski belum bisa disidangkan
karena UU ini belum ada nomornya, sete-
lah 30 hari nanti baru UU ini berlaku dan

:\I\kmnﬁh Konstitusi sudah boleh mulai
gugatan judicial review

reidetuiciig apabila
mendapatkan pernmhangan dari Mahka-

plmplnan DPR berdasarkan perolehan
suara pada hasil Pemilu. Jadi yang menjadi
pimpinan partai yang memperoleh suara
terbanyak dari urutan pertama sampai
kelima. Dengan sistem itu DPR tidak perlu
bolak-balik mengubah UU MD3 dan mes-
tinya semua fraksi akan menerima itu.
Tapi komposisi Koalisi Merah Putih men-
jelang akhir 2013 memasuki 2014 cukup
dominan, maka waktuitu rey

mah Dewan (MKD).

yang diajukan masyarakat
Presiden Jokowi sudah menyatakan
tidak mau i. Artinya pre-

Ketiga, anggota DPR itu
kekuasaan yang semakin besar di mana
anggota DPR bisa memanggil paksa siapa
saja setiap orang. Kalau orang yang di-
panggil tidak datang maka akan dipanggil
paksa menggunakan aparat kepolisian.
Bila tidak datang, bisa disandera selama
30 hari. Ini kekuasaan yang luar biasa.
enurut kami ekses dari pasal ini sangat

luas. kan akan menjadi pasal

siden menyatakan tidak sepihak dengan
sejumlah pasal di dalam UU MD3 ini, tetapi
di dalam konstitusi kita, apabila dalam 30
hari UU tersebut tidak ditandatangani oleh
presiden, UU tersebut otomatis berlaku

yang alam 3
etapi ketika proses pembuatannya ke-
marin diam-diam dan luput dari perhatian
publik, dengan mudah ada pasal-pasal
yang diselundupkan DPR.

depan, apa yang kita alami hari ini
menjadi pelajaran yang baik untuk proses

harus terlibat dan peduli.

Dari catatat Formappi, memasuki
tahun ketiga jabatan, apa prestasi DPR
yang dicatat Formappi? Berapa realisasi
pengesahan UU yang sudah dilakukan
DPR? Apakah sesuai dengan target?

DPR periode sekarang sangat mempri
hatinkan. Mungkin DPR periode ini yang
paling minim produktivitasnya, sementara
konfliknya tinggi sekali. Di tahun pertama
DPR itu stuck, tidak bisa berbuat apa-apa
karena konflik antara Koalisi Merah Putih
dan Koalisi Indonesia Hebat.

“Tahun 2014-2015 DPR itu menargetkan
39 RUU, tapi hanya 3 yang disahkan. Di
2016-2017 DPR menargetkan 52 UU, ha-
nya 10 yang disahkan, lalu di 2017 DPR
menargetkan 50 UU, hanya 6 yang disah-
kan. Menurut kami tahun kedua dan ketiga
ialah tahun yang paling produktif bagi DPR
karena tahun puncak ketika seharusnya
DPR menaruh perhatian penuh pada

Pemeri bisa

Kan perppu membatalkan sejumlah pasal,
Tetapi untuk mengeluarkan perppu pasti
menimbulkan perdebatan baru

terbatas dan proses
melalui sistem paker.

Setelah 2014 dengan metode kepemin
pinan seperti itu DPR sempat stuck hampir
1 tahun karena dualisme kepemimpinan,
ada pimpinan DPRdi bawah Koalisi Merah
Putih lalu ada dari

yang dif iapa saja
yang mereka pikir memang peluang.
Keempat, pasal yang memberikan
kewenangan kepada MKD memproses
hukum atau tindakan lainnya kepada
siapa saja yang diduga merendahkan

Koalisi Indonesia Hebat. Praktis 2 kubu
ini tidak bertemu dan akhirnya DPR tidak

DPR atau anggota DPR. Pasal
ini tidak ada penjelasannya, pertanyaan-
A kemudian apa yang dimaksud dengan

bisa membuat apa-apa maka
akhir 2014 ada kompromi politik untuk
memperbaiki UU MD3, tapi sayangnya

compromi itu hanya pada level perubahan
pimpinan alat kelengkapan.

dewan? Ini

Pilihan yang lain, begitu UU ini bexlaku
m langsung ul
isiatifnya untuk merevisi erbali se-
umlah pasal yang menggantinya dengan
inisiatif Pemerintah.

g 5._

Bagaimana sebenarnya sikap dan
peran yang ideal menurut Formappi
dalam menerima kritik,yang sermg
dilontarkan banyak pihak?,

adalah pasal Karet yang bisa
untuk kepentingan siapa saja lngl siapa

Kritik yang
bisa diakomodasi DPR apabila UU ini be-

pun yang mencoba untuk
kritikan pedas kepada DPR.

lum disahkan. ketika DPR mau
menghasilkan UU ini dan mereka

proses-p

Begitu memasuki tahun keempat itu,
DPR sudah masulk ke tahun politik, artinya
DPR sudah banyak yang ke daerah pemi-
lihan karena mercka sudah menyiapkan
diri untuk kontestasi Pemilu 2019. Kami
yakin sekali di 2018 produktivitas DPR
akan menurun, dalam sejarahnya yang
kita cermati dari periode-periode sebe-
lumnya begitu masuk tahun keempat dan
kelima, perhatian mereka ndnk 1ag1 di
Senayan tapi sudah ke konstitu,

Bagaimana Formappi melihat kinerja
dan peran DPD RI selama ini?

Kami melihat DPD ialah lembaga antara
ada dan tiada dan

i tahun politik 2019, bagai-
mana Formappi melihatnya? Manuver-
manuver politik apa yang akan terjadi
dan bagaimana agar masyarakat dapat
tetap waras menghadapinya?

Formappi akan mencoba memfasilitasi
publik dengan memberikan informasi-
informasi secukupnya agar bisa menjadi
pertimbangan publik dalam membuat ke-
putusan di Pemilu 2019. Pertama Formappi
akan selalu menyampaikan evaluasinya di
setiap masa sidang sampai 2019, supaya
masyarakat tahu kerja DPR.

Kedua, Formappi melakukan riset anato-
mi calon anggota legislatif. Periode lalu,
Formappi membuat rapor kinerja anggota
DPR satu per satu. Untuk periode ini kami
belum tahu apakah bisa buat rapor untuk
560 anggota DPR. Sekarang kita belum
melakukan itu karena ini pekerjaan yang
berat untuk meneliti satu per satu anggota
DPR, kemudian diberi bobotnya sehingga
keluar rapornya merah atau bagus.

Kalau di periode lalu, Formappi punya
rapor setiap-anggota dan tahu persis apa
yang dikerjakan setiap anggota. Mudahan-
mudahan di periode ini kami juga bisa
mengeluarkan rapor itu sehingga masya-
rakat punya bahan pertimbangan. (M-4)
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